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ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan
dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi
prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun
2018. Penelitian ini me akan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada
- ari penelitian ini ialah

memenuhi prinsip

sesuai d aren: an kasi cla ir realisasi
terlamba z : ditentukan. transparansi

‘ 1 beri i si-terkait laporan
) terpasang di
belum sesuai

sana kegiatan,
erlaksana, sisa



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of village financial
management in the Nagari Kudugantiang Government, East Koto V District in
fulfilling the principles of.accountability and transparency in accordance with
Permendagri Ne: 20 0f 2018 This study-is @ qualitative research. Data collection
techniques.in this study were documents and interviews. The resultof this study is
that the Nagari Kudugantiang Government is already accountable in fulfilling the
principles of accountability at. the flanning, administration; reporting and
accountability stages. Meanwhile, in the implementation stage, it'is not yet fully
appropriate because the head of office and the executive branch-report the final
realization report late from the specified time. Furthermore, on-the principle of
transparency, the Nagari Kudugantiang Government has provided information
regarding the accountability report for the use of Nagari funds through billboards
installed in front of the Nagari Office. However, the completeness of the
information IS not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 where in the
information only a report on the realization of the Nagari APB and the activity
implementation team is submitted, while for activities that have not been completed
and/or not implemented, the remaining budget and address for complaints do not
yet exist.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management
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1.1 Latar Belakang

pemeri
korupsi,

pengem

validasi.

N

BAB |
PENDAHULUAN

eﬁﬁm&%ilglﬂm ' arara adalah

dan fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata kelola

(governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya

antara elemen yang ada (Sarinah, 2016).

Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan

terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (good government

governance) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan,



partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efesiensi
dan efektifitas sertawisi strategis.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung
dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya
memiliki peranan yang-strategis, khususnya’dalam pelaksanaan tugas dalam
pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya
kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota
untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Terciptanya Pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas
dari keberadaan akuntabilitas.-Dengan-adanya kelembagaan pemerintahan yang
berakuntabilitas. publik, ini berarti lembaga tersebut senantiasa dapat
mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan. Widyanti (2018)
menyatakan bahwa Akuntabilitas diartikan-sebagai kewajiban pemerintah
daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan
pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah demi tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan.

Selanjutnya unsur yang diperlukan dalam akuntabilitas untuk pelaksanaan
pemerintah yang baik ialah adanya transparansi. Transparansi merupakan
keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi

seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Mardiasmo (2021), menyatakan
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Transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan

keuangan daerah agar. dapat diketahui dan diawasi.eleh DPRD dan masyarakat.

ALNRNAR

.
“‘
2>

114 Tahun

2018.

Untuk mewujud

. % ‘ Keuan desa yang transparan dan
LA\ 2

akuntabel, maka kesesuaia ap pengelolaan dana desa harus
berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta
pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. “Perencanaan
pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada

tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa



menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh
kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa. menyampaikan laporan
pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan
Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir
tahun'anggaran”.

Objek penelitian ini adalah Nagari Kudu Gantiang yang terletak di
Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
Barat. Nagari Kudu Gantiang terus meningkatkan potensinya dengan berusaha
mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemeritahan yang baik. Adapun
Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.588.970.957.
dengan rineian sebagai berikut : Dana Desa sebesar Rp. 857.545.000, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi sebesar Rp»43:022:057, dan Alokasi.Dana Desa sebesar
Rp. 688.403.900. Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah Nagari harus
mampu mempertangungjawabakan ‘penggunaanya = sebagai alat kontrol,
menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi
Kinerja sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Nagari Kudu Gantiang,
terkait penerapan akutabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Nagari
Kudu Gantiang setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas
rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes

dihadiri oleh Perangkat Nagari, wakil ketua Bamus Nagari, ketua KAN,
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perwakilan dari Camat V Koto Timur, serta selurun Wali Korong se Nagari

pal Si pertama yaitu pada prinsip

transparansi  belun a;dikarenakan dalam informasi

I

mengenai kegiatan pengelola desa tidak mencantumkan kegiatan
yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak ada alamat
pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 71
mengatakan “informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit

memuat : Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang

belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”.
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Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi

berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa pada di Nagari Kudu
Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas
2. Untuk mngetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu

Gantiang, Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip transparansi
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1.4 Manfaat Penelitian

ambaran tentang
meningkatkan

Desa di Nagari

BAB | PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.
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BAB 11 TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

BAB 1l

BAB IV

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menyatakan kesimpulan
dari analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

desa di Nagari Kudu Gantiang serta saran.
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BAB Il
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

ance ialah cara

dan ekonomi

a bertanggung
yang efisien,

ahan korupsi baik

dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai
olen  pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta terhadap

penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah negara.

Menurut Hamirul (2020:3), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik-
buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip good governance,

diantaranya:
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1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung.maupun melalui lembaga—

ST B )
LG

<<%
Q"‘

penegak
respons
diskrimi
tentunya

menyangk

dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya

transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli Pada Stakeholder/ Dunia Usaha

Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten terhadap
dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etika bisnis yang

seharusnya dimiliki lembaga korporasi yang ada.

10
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. Berorientasi Pada Konsensus

kuan maupun

ra masyarakat

Akuntabilitas ia -* pejabat kepada masyarakat

" .,

tli‘\'\‘-
yang memberinya kewenang angurusi kepentingan merek. Bentuk
pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang

bersangkutan.

. Visi strategis

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis dalam
mengahadapi masa yang datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif

yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia,

11
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sosial yang jadi da

selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya

bagi perspektif tersebut.

unit suatu

a kepada pihak

S disebut dengan
gungjawabkan.

memberikan

erupakan kemauan nyata
good  governance  untuk
menyelenggarakan kehidupan bernegara. Salah satu hal yang disyaratkan
dalam pemerintahan yang baik ialah terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa
akuntabilitas merupakan kewajiban agar pertanggungjawaban ataupun
menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan

12
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wewenang dalam memohon penjelasan atau pertanggungjawaban.

Menurut 1khs 2018), Akuntabilitas bere asi pada hasil, memiliki

bagaima ne ala dari suatu

program

M (2018 : 1S ptahan ialah suatu
perwujudan kew an p intah un NG pkan pelaksanaan

berdasarkan da a strategis pemerints encay an-tujuan serta

akuntabilitas : (1) semua pengamb Jtusan, baik kolektif maupun individu,
bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, (2) keputusan yang dilaporkan,
dijelaskan dan dapat diberikan sanksi, (3) terdapat langkah-langkah efektif untuk
menghindari dan memperbaiki maladministrasi serta tindakan pemerintah daerah

yang melanggar hak sipil.

13
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Menurut Mahmudi (2013), ada dua jenis akuntabilitas diantaranya:

2.
kepada public
tidak memiliki
Ada tiga fun
1. Sebag

lain diatasnya. Selain itu aku as juga digunakan sebagai tolak ukur
keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas ataupun evaluasi kinerja
yang telah dilakukan.

2. Mencegak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah

tindakan korupsi yang mungkin bisa dimulai dari tindakan kecil seperti

penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntbilitas, maka istilah

14
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2.1.3

power tend to corrupt dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal,

I juga memiliki arti
yang mana informasi tersebut harus memadai sehingga dapat mudah

dimengerti dan dipantau.

Ikhsan (2018) mengemukakan “transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan,
penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh

lembaga audit yang independen”.

15
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Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai

alam memberi
informasi r daya publik
terhadap piha erintah  memiliki
tanggungjawab 1 rormasi Keu formasi lain sebagai
pengambil ke
kepentingan. > : ersebut memerlukan

informasi : aporan  keuangan. (

desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
melibatkan aparatur desa, BPD sebagai wakil masyarakat, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPMD) dimana sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas
fisik. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa “Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan

untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”.

16
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2.1.4 Pengertian Desa

pemerintahan, kepentinga

masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17
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2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Peng

esia Nomor 20

desa.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa
Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), pendapat desa terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

18
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2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.
4 imbangan yang
5 erah Provinsi
6.
7.
3. Belanja
t didefenisikan
sebagai selu ; @ m periode tahun
anggaran ya ak dipeloleh lagi

pengeluaran dari rekening desa yang pakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang bisa

digunakan untuk pembangunan desa.

19
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pembangunan sarana p

Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan

sarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang

Kepala Dese rangk S ggarkan dalam
kelompok pe : an ; an penghasilan

tetap dal

. Belanja Barang da a adal jeluaran pembeliz daan barang yang

dinilai 3 3 (dua : parang/jasa antara

Warga.

. Belanja Modal adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan

yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan

barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

20
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2.1.6

2.1.7

Pembiayaan Desa

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.
Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai

berikut:

21
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1. Transparan

harus hisa

egiatan kepada

hasil-hasil

4. Disiplin Angg

o

Pengelolaan de

.%‘ ratepat waktu dan harus sesuai
|Wae

berdasarkan ketentuan-kete -undangan yang berlaku.
Demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang baik Pemerintah Desa
harus menerapkan prinsip dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

22
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=

“Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang

23
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2.2 Kerangka Pemikiran

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

24
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Peneliti

ang berlandaskan
ada kondisi objek

ialah sebagai

ditarik  kesimpulannya
(Sugiyono,2017:39). Lokasi penelitian yang diambil adalah di Nagari Kudu
Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Alasan
peneliti mengambil tempat penelitian di nagari tersebut, karena beberapa
anggaran  dana desa yang digunakan  belum  sepenenuhnya

dipertanggungjawabkan oeh aparat pemerintah desa. Hal ini diidentifikasi

25
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lantaran kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi

sebagai cara

s pengelolaan

or 20 Tahun

ator Akuntabilitas

Keterangan Akuntabilitas

1. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa
merupakan  perencaaan  penerimaan  dan
pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran
yang dianggarkan dalam APB Desa”.

Perencanaan 2. “Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan

rancangan APB Desa tahun berkenaan dan

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur
dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun”.
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. “Rancangan APB Desa yang telah disusun

merupakan bahan penyusunan peraturan desa
tentang APB Desa”.

Pelaksanaan

2“‘Pelaksaan pengelolaan keuangan desa

merupakan penerimaan dan pengeluaran desa
yang dilaksanakan melalui rekening kas desa
pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota™.

. ~“Kaundan /Kasi pelaksana kegiatan anggaran

wajib menyamparkan/Japoran akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh
kegiatan selesai”.

. “Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran

belanja tak terduga kepad Bupati/Wali Kota
paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala
Desa ditetapkan”

Penatausahaan

. “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur

Keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan™.

. “Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dilakukan

dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum?.

. L*Pencatatan pada-penerimaa dan pengeluaran pada

buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.

Pelaporan

. “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan

APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali
Kota melalui camat”.

. “Laporan APB Desa terdiri dari laporan

pelaksanaan APB. Desa dan laporan realisasi
kegiatan”.

. “Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan

APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli
tahun berjalan”.

Pertanggungjawaban

. “Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada
Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran”.

. “Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa”.
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3. “Peraturan Desa mengenai laporan
pertanggungjawaban disertai dengan laporan
keuangan, laporan _realisasi kegiatan, daftar
daerah dan program

keuangan
rakyat atau
harus me ini akan

meningkatkan,kepercayaan serta p matah masya erhadap pemerintah

diantaranaya informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya

maupun hasil yang sudah dicapai.
Berikut indikator pengukuran Transparansi berdasarkan Permendagri No.

20 Tahun 2018:
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Tabel 111.2 Indikator Transparansi

TRANSPARANSI

]

“Kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes
untuk membahas.dan menyepakati rancangan RKP
Desa”.

“Musyawarah perencanaan pembangunan desa
diikuti oleh pemerintah desa, badan
permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang
terdiri dari : tokoh adat;’tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya
masyarakat”.

“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai
APB Desa kepada masyarakat melalui media
informasi’”’.

“Informasi yang diberikan paling sedikit memuat
APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim
yang melaksanakan kegiatan, dan alamat
pengaduan”.

“Kepala desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat
melalui media informasi’.

“Informasi/yang diberikan kepada masyarakat
paling sedikit memuat Laporan Realisasi APB
Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang
belum selesai dan /atau tidak terlaksana, sisa
anggaran, dan alamat pengaduan”

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

Dengan kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018,

maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan accountable dan tidak accountable

serta transparency atau tidak transparency dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun

2018, pengelolaan dana desa telah sesuai atau dikatakan akuntabel dan

transparan maka dilambangkan dengan S (Sesuai)
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2. Jika dalam kesesuaian indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun

o
=4
d
Meg

r dan sekunder:

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan, serta laporan historis
yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti
dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta

wilayah, APB Desa, dan laporan realisasi APB Desa.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain sehingga mudah dipahami. (Helaludiddin, 2019).

1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data yang bertujuan
mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pada saat

penelitian serta penarikan kesimpulan
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2) Penyajian Data

Penyajian da h_proses penyusunan_se an data dan informasi
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten al ama s : ) dik ﬂ’ Direktorat Bina
Program Direktc al | _' , ' < a nsmigrasi 2003
disebutkan
mdpl, dengan s i . sedang, permukaan

tanah umum

Secara erintaha G tiang berbatasan

dengan:

3. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Dalam / Lurah Ampalu

4. Sebelah Barat dengan Nagari Campago / Sikucur

Nagari Kudu Gantiang merupakan gabungan dari tiga Desa yaitu Desa
Kudu Gantiang Selatan, Desa Kudu Gantiang Timur dan Desa Kudu Gantiang
Barat. Semenjak tahun 2003 ketiga desa tersebut digabung menjadi satu Nagari

yaitu Nagari Kudu Gantiang. Nagari Kudu Gantiang ini memiliki 10 korong/jorong.
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4.1.2 Topografi

Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Kudu Gantiang kondisi daerah

dalam tabel berikut:

Gantiang bahwa jumlah penduduknys

34
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Tabel 1V.2

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Kudu Gantiang

AWINF

ia

PO oo

0 |S
Jumla
Sumb

Jumlah

daerah terbesar |

Kecamatan V Koto

Gantiag. Selanjutnya bila dili

a

_StiAs SLay,

430 | 4
- 08 - 98
- 20 = 90

t

(%)

0.10
0.09
0.15
0.12

0
0.12
0.10
0.10
0.10
0.12
1,00

5 jiwa merupakan
an Nagari lain di

penduduk Nagari Kudu

umbuhan penduduk Nagari Kudu

Gantiang pada dasarnya memiliki laju pertumbuhan yang relative kecil yaitu 1.00%

pada tahun 20109.

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

4.1.4 Struktur Organisasi

(Andre)

36

o =

retaris Nagari
i Bahrul Fuadi)

Kaur Keuangan
(Khairunnisa,SE)

|
W. Korong
Kampuang
Pili
(Gito
Maulana)




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

ry dan UKM

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di
Nagari Kudu Gantiang peneliti berpedoman pada Permendagri No.20

Tahun 2018 dengan indikatornya sebagai berikut.
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1. Perencanaan

No

Sekretaris desa
mengkoordinasi
penyusunan

rancangan APB Desa

berdasarkan RKP
Desa tahun
berkenaan dan
pedoman
penyusunan APB
Desa yang diatur
dengan Peraturan

Kepala
Desa dan
Sekretaris

Sekretaris Nagari
mengoordinasi
penyusunan APB
Nagari sesuai RKP
Nagari setiap tahun
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Bupati/ Wali Kota
setiap tahun.
3 | Rancangan APB Rancangan.APB
Desa yang telah Nagari merupakan
disusun.merupakan.. | Kepala bahan penyusunan S
bahan penyusunan Desa peraturan Nagari
peraturan desa tentang APB
tentang APB Desa. Nagarl

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang disajikan
pada tabel 4.1 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang
Pariaman dalam proses Perencanaan yaitu Pemerintah Nagari melakukan
Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan nagari yang
di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat nagari
atau anggaran pendapatan~dan belanja. daerah' kabupaten/kota. Berita acara

Musrenbang Nagari Kudu Gantiang tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perencanaan pengelolaan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang dianggarkan dalam APB Nagari selanjutnya, sekretaris Nagari
mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Nagari berdasarkan RKP Nagari
tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari yang diatur dengan
Peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun, yang mana Rancangan APB Nagari
merupakan bahan penyusunan peraturan Nagari tentang APB Nagari. Daftar usulan
rencana kegiatan pembangunan (DU-RKP) Nagari kudu gantiang dapat dilihat pada

Lampiran 2.
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Dengan demikian disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa
di Nagari Kudu Gantian i Kabupaten Padang Pariaman

ada proses pe “‘E‘ mend 0 ahun
pada p ‘ ’@““‘Q@, ‘. 20 Tahun 2018

bel dengan

persentase ﬂ)

QuALNANEY

a

Keterangan
Sesuai (S),
No | Indikator Belum
Sesuai (BS),
Belum
Terjadi (BT
1 | Pelaksanaan gelolaan keuangan
pengelolaan Nagari Kudu Gantiang
keuangan desa dilaksanakan melalui
merupakan rekening kas nagari
penerimaan dan Dokumen | pada Bank Nagari
pengeluaran desa cabang Pariaman atas
yang nama Nagari Kudu S
dilaksanakan Gantiang. Buku
melalui rekening rekening dapat dilihat
kas desa pada pada lampiran 7
bank yang
ditunjuk Bupati/
Wali Kota
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2 Kaur dan Kasi Kaur dan Kasi
pelaksana pelaksana kegiatan
BS
3
S
Berdasarkan wawa da tabel 4.2 terlihat bahwa

akuntabilitas dalam hal Pelaksana gari dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan Nagari Kudu Gantiang dilaksanakan melalui rekening kas nagari pada
Bank Nagari cabang Pariaman atas nama Nagari Kudu Gantiang yang dapat dilihat
pada lampiran 7.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib melaporkan laporan akhir

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat dari

tujuh hari setelah semua kegiatan selesai. Namun kaur dan kasi pelaksanaan
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kegiatan anggaran tidak dapat menyampaikan laporan dalam tujuh hari setelah

kegiatan selesai. Selanj

a wali nagari tidak ada me

nggunakan anggaran belanja

Keterangan
Sesuai (S),
No | Indikator Belum
Sesuai (BS),
Belum
| Terjadi (BT
1 | Penatausahaan Penatausahaan
keuangan dilakukan keuangan
oleh Kaur Keuangan Bendahara | dilaksanakan oleh S
sebagai pelaksana Bendahara Nagari.
fungsi kebendaharaan Struktur
organisasi nagari
kudu gantiang
dapat dilihat pada
lampiran 10.
2 | Penatausahaan oleh kaur Penatausahaan
keuagan dilakukan Nagari Kudu
dengan mencatat setiap Gantiang dimana
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penerimaan dan Bendahara
pengeluaran dalam buku | dan
kas umum Dokumen

mencatat setiap
n dan

Berdasarka : 3 eneliti kepada W: an Bendahara yang

disajikan pa dilakukan oleh

Kaur pelaksana
kebendaharaal kaur keuangan
melakukan penc ku kas desa pada
aplikasi SISKEUD atataan pada buku kas

2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampira

Di Nagari Kudu Gantiang terdapat struktur organisasi yang mana disitu terlihat
siapa saja yang menduduki jabatan pada Pemerintah Nagari. Namun untuk
mengetahui apa saja fungsi atau tugas jabatan tersebut tidak ada informasinya dari
kantor. Job description hanya ada pada PERBUP ( peraturan bupati) Padang

Pariaman No. 18 Tahun 2018 mengenai susunan organisasi dan tata kerja
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pemerintah nagari dan manajemen perangkat nagari. Untuk struktur organisasi

nagari kudu gantiang dapat dilihat pada lampiran

Pelaporan

erta tugas dan fungsinya

Keterangan
Sesuai (S),
No | Indikator Belum
Sesuai (BS),
Belum
Terjadi (BT
1 | Kepala desa Wali Nagari Kudu
menyampaikan Gantiang menyerahkan
laporan pelaksanaan | Kepala Laporan APB Nagari
APB Desa semester | Desa dan | semester pertama S
pertama kepada Bendahara | kepada camat dan
Bupati/Wali Kota diteruskan kepada
melalu Camat PMD (Pemerintah
Pusat). Laporan
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semester pertama dapat
dilihat pada lampiran 3.

%
”
2 D
o
2

'g"!
e

Va
"¢

Dimana Wali Nagari memberikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester
pertama kepada Camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Laporan
pelaksanaan APB Nagari semester pertama Nagari Kudu Gantiang dapat dilihat

pada lampiran 3.
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Laporan pelaksanaan APB Nagari Kudu Gantiang sudah terdiri dari

Laporan Pelaksanaan APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan. Laporan APB

Kabupaten an pada prose Yol 3 ti Permendagri

No. 20 Tah

Keterangan
Hasil Sesuai (S),
No Indikator Informan | Wawancara/Dokum | Belum
en Sesuai (BS),
Belum
Terjadi (BT
Kepala Desa Wali Nagari
menyampaikan menyampaikan
1 | laporan laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban S
realisasi APB Desa realisasi APB Nagari
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kepada Bupati/Wali | Kepala kepada Camat pada
Kota melalui camat | Desa dan | bulan januari
setiap akhir tahun Bendahara

Proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Kudu
Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yaitu Wali Nagari
sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada
Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan realisasi APB Nagari Kudu Gantiang

tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran 5. laporan pertanggungjawaban
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realisasi APB Nagari diserahkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran yaitu

pada bulan januari.

disimpulkan ba Peng n D £sa ari Kudu Gantiang
Kecamatan V.K 3 adang G dah sesuai dengan

aan, indikator

“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7

(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai”.
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“Musyawarah
perencanaan
pembangunan desa
diikuti oleh
pemerintah desa,
badan
permusyawaratan
desa, dan unsur
masyarakat yang
terdiri dari : tokoh
adat, tokoh agama,
tokoh masyarakat,
tokoh pendidikan,

Kepala
Desa dan
Tokoh
Masyarakat

4.3.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai (BS),
Belum
Terjadi (BT

VIUSRENBANGDE
S diikuti oleh
perangkat desa dan
juga unsur
masyarakat serta
Wali Korong
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dll yang
disesuaikan dengan
kondisi sosial

“Kepala desa
menyampaikan
informasi laporan
pertanggungjawaba
n kepada
masyarakat melalui
media informasi”.

A _ | >
T

enyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
terhadap masyarakat
berupa adanya
baliho yang
terpasang di depan
kantor Nagari

“Informasi yang
diberikan kepada
masyarakat paling
sedikit memuat
Laporan Realisasi

Informasi yang
diberikan ke
masyarakat hanya
laporan realisasi
APB Nagari.
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APB Desa, laporan
realisasi kegiatan,
kegiatan y.

Sedangkan untuk
kegiatan yang belum

Dokumen BS

Selanjutnya

melakukan B ara a9 angunan Desa) yang

Dalam kelengkapan informa alt Laporan Realisasi dan APB Nagari
ialah dalam informasi tersebut hanya disampaikan laporan realisasi APB Nagari
dan pelaksana kegiatan sedangkan untuk kegiatan yang belum selesai dan /atau
tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan belum ada diinformasikan

kepada masyarakat.
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Dalam enam indikator kesesuaian dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

. Dalam proses Penatausahaan, Bendahara Nagari mencatat setiap

penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum melalui aplikasi

SISKEUDES

. Dalam proses Pelaporan, Wali Nagari sudah melaporkan pelaksanaan APB

Nagari dan realisasi kegiatan semester pertama kepada Camat serta
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menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan akhir realisasi

6. memberikan
realisasi APB
Namun untuk
lesai/atau tidak
5.2 Saran

memperhatikan lagi prinsip-akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan

dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

seluruh kegiatan selesai.
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. Sebaiknya Wali

penyampaian

informasi kepada masyaraka
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